RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN

2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023




LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Kepegawajan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk merupakan dokumen
perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Nganjuk untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai
tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Nganjuk yang penyusunan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023
berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur
pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada
tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang
merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang
berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah




untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Dalam  penyusunan Renstra Badan Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-
2026 penentuan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia memperhatikan tujuan dan
sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan
Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia memperhatikan: (a) penyelarasan
program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi
hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia masing-masing
melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun 2022; (c)
evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan
sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome); (d) isu-isu
strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g)
saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) pembangunan daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian  dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-
2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3)
pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir;
dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top-down) dan bawah-
atas (bottom-up) melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran
dan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) atas kinerja
Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan
dalam bagan alir berikut:

~
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Gambar 1.1.
Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Nganjuk

K Penelaah
an RTRW

Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022
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Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di
tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan
Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi,
dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman
pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan
arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra
PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan

dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);
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5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
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12.

13.

14.

15.

16.

i

18.

19.

20.

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto -
Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,
Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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21,

22,

23,

24.

25.

26,

27

28.

29.

30.

31.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2008 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
2012 Nomor 01 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 Nomor 8).

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041
(Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
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32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk;

33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah Kabupaten Nganjuk;

34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah
dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja,
permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana
program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah
sebagai penjabaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sesuai
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-

2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalam
kurun waktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah;

b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan
pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;

¢. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam

penyusunan Renja PD;

RENSTRA BKPSDM TAHUN 2024-2026 8 /




d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat

Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat
Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024,
disajikan sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum,;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.
BAB I GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah:
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.4. Kelompok Sasaran Layanan;
2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
(apabila ada);
2.6. Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat
Daerah (apabila ada); dan
2.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggung Jawab
Perangkat Daerah (apabila ada).

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah;
3.2. Isu Strategis; dan

BABIV  TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;
4.2. Kerangka Logis, Cascading dan Crosscutting Kinerja
Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan
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BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-
2026.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA

PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja,
indikator, target, dan pendanaan indikatif;

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.

PENUTUP
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
1. Tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, Pendidikan dan
pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi

kewenangan daerah.

2. Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

a. Penyusunan kebijakan teknis di  bidang pengadaan,
pemberhentian, data dan mutasi pegawai, peningkatan kapasitas
ASN, penilaian kinerja pegawai dan pengembangan
kompetensi sumber daya manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengadaan,
pemberhentian, data dan mutasi pegawai, peningkatan kapasitas
ASN, penilaian kinerja pegawai dan pengembangan
kompetensi sumber daya manusia;

¢. Pemantauan, evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian, data dan
mutasi  pegawai, peningkatan kapasitas ASN, penilaian
kinerja pegawai dan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan Daerah di  bidang pengadaan,
pemberhentian, data dan mutasi pegawai, peningkatan kapasitas
ASN, penilaian kinerja pegawai dan pengembangan
kompetensi sumber daya manusia;

e. Penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian,keuangan, serta
program dan pelaporan;

f. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan

barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Badan;
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g Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam
rangka peningkatan pelayanan publik;

h. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai
bahan pertimbangan pengembangan karier; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
terdiri dari 1 orang Kepala Badan, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala
Bidang dan 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
I. Kepala Badan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan
tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan sumber daya
manusia.
a. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan,
urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan
ASN kepada semua unsur di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan

anggaran:
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;

3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga,

barang milik negara dan barang milik daerah;
4. Pembinaan aparatur;
5. Pengelolaan urusan kepegawaian;

6. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan

pelaksanaan program dan anggaran;
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7. Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan
daerah;

8. Pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. Pengelolaan administrasi jabatan fungsional;dan

10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

berkaitan dengan tugasnya.
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
1. Melaksanakan urusan persuratan ;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan ;

3. melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban kantor;

4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara

dan barang milik daerah;

5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan jabatan

aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;dan

7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

sesuai dengan tugas dan fungsinya;
b. Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN

Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam menetapkan perencanaan,
pengadaan dan pemetaaan informasi kepegawaian ASN serta

pengembangan karir dan promosi ASN.

Bidang Pengadaan, Data dan Mutasi ASN menyelenggarakan
fungsi:

1. perumusan  bahan kebijakan dan pengoordinasian
pengadaan dan pemberhentian PNS dan PPPK;

2. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan
untuk pelaksanaan pengadaan ASN;

3. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan ASN;
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4. pelaksanaan evaluasi pengadaan dan pemberhentian PNS
dan PPPK;

5. pelaksanaan fasilitasi profesi ASN;

6. perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi
ASN;

7. pengelolaan sistem informasi dan data kepegawaian;

8. pelaksanaan evaluasi data, informasi dan sistem informasi

kepegawaian;
9. pengelolaan mutasi dan promosi ASN;
10. pengelolaan kenaikan pangkat ASN; dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang berkaitan dengan tugasnya
c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN mempunyai
tugas membantu Kepala Badan dalam menetapkan
perencanaan, pengadaan dan pemetaaan peningkatan kapasitas
ASN dan jabatan fungsional, penilaian dan evaluasi kinerja
aparatur dan pembinaan disiplin dan penghargaan ASN.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kinerja ASN
menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan perencanaan program dan kegiatan bidang

peningkatan kapasitas dan kinerja ASN;

2. pelaksanaan perumusan kebijaksanaan dan pengoordinasian

kegiatan bidang peningkata kapasitas dan kinerja ASN;

3. perencanaan, pengadaan dan pemetaaan peningkatan
kapasitas ASN;

4. perumusan kebijakan pembinaan pegawai dan peningkatan
kapasitas ASN;

5. pengelolaan assesment centre;

6. pengelolaan data, pengangkatan dan pemberhentian ASN

dengan jabatan fungsional,;
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7. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
terkait;

8. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam menetapkan, perencanaan,
penyusunan, penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan,
kompetensi teknis dan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan
kompetensi manajerial dan fungsional.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dan rencana pengembangan
kompetensi teknis bagi jabatan administrasi penyelenggara
pemerintahan;

2. penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis bagi
jabatan administrasi penyelenggara pemerintahan;

3. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis
bagi jabatan administrasi penyelenggara pemerintahan;

4. perumusan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi
kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga
pengembangan kompetensi, sumber
belajar, kerjasama, pengembangan kompetensi pimpinan
daerah, jabatan pimpinan @ tinggi, kepemimpinan dan
prajabatan, serta jabatan
fungsional;

5. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
pelaksanaan kerjasama antar lembaga;

7. penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan
daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional,

kepemimpinan dan prajabatan;
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8. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan
kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi,
pengelolaan sumber belajar, dan kerja sama serta
pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan
pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan dan
prajabatan; dan

9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

berkaitan dengan tugasnya.

RENSTRA BKPSDM TAHUN 2024-2026




Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6
tahun 2022 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nganjuk.

LAMPIRAN XXIX

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS!, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
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Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 didukung dengan

personil berjumlah 30 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Data Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan
sebagai berikut :

RUANG JUMLAH
NO | GOLONGAN
A B C D
1 v 3 2 - - 5
2 I 6 4 7 4 21
3 I = - - 4 4
4 I = = - -
JUMLAH 30

Sumber Data : Subbag. Umum Dan Kepegawaian BKPSDM

2. Data Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
berdasarkan Pendidikan sebagai berikut :

NO PENDIDIKAN JUMLAH

1 Doktor -

2 Pasca Sarjana (S2) 6

3 Sarjana (S1) 22

4 Diploma III (D-III) 1

s SLTA 1

6 SLTP =

7 SD -
JUMLAH 30

Sumber Data : Subbag. Umum Dan Kepegawaian BKPSDM
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3. Data Pegawai Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

berdasarkan jabatan struktural

KEADAAN TAHUN 2021

NO NAMA ESELON | KEBUTU | supaAH | KEKURA
HAN TERISI | NGAN

1 | Kepala Badan II-a 1 i} 0

2 | Sekretaris II-a 1 1 0

3 | Kepala II-b 3 2 0
Bidang

5 | Kasubbag/ V-a 1 1} 0
Kasubbid

Sumber Data : Subbag. Umum Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan data pegawai diatas dapat disimpulkan
bahwa sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik dan kompeten, hal
itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai minimal
SLTA serta terisinya 100% jabatan Struktural yang ada.

Pegawai sebagai Sumber Daya Aparatur merupakan
salah satu modal organisasi, yang menempati posisi
strategis dan peran dominan dalam membawa Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
mencapai tujuannya. Tujuan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia akan terwujud
apabila didukung oleh Aparatur yang handal dan

profesional.
4. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia didukung
oleh sarana dan prasarana berupa asset/barang inventaris

yang merupakan peralatan dan perlengkapan kantor. Data
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asset/barang inventaris kantor vang dimiliki Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia saat
ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

F\IO NAMA BARANG JUMLAH | KETERANGAN
1 | Kendaraan Roda 4 (empat) 5 unit
2 | Kendaraan Roda 2 (dua) 4 unit

3 Alat Kantor dan Rumah 131 unit
Tangga

4 Alat Studio Komunikasi dan 7 unit

Pemancar

S | Alat Komputer/Printer/Scan 66 unit

6 | Bahan Perpustakaan 7 unit

Sumber Data : Subbag. Umum Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan data asset diatas dapat disimpulkan bahwa
sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia masih kurang memadai
secara kuantitas. Penggunaan tanah dan gedung yang masih satu
atap dengan Perangkat Daerah lain dapat berpengaruh terhadap
kenyamanan dalam memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil

Negara.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusai Kabupaten Nganjuk Periode Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2019-2022 dijelaskan dalam tabel berikut
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Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manjusia Kabupaten Nganjuk

Indikator kinerja Target Target Target Renstra Perangkat S . " "
No sesuai tugas dan SPM Tg:g indikato Dacval Tatinn Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada tahun
fungsi Perangkat atau I ¥
Daerah NSPK KK lainnya 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) | (11) | (12) | (13) | (14) (15) | (16) | (17)
1 Persentase Pegawai yang - - - 90,00 | 92,00 | 94,00 - 95,06 | 94,4% | 93,76 - 105,63 | 102,62 | 93,76 -
telah mengikuti Diklat % % % % % % % %
2 Persentase penempatan - - - 90,00 | 91,00 | 92,00 - 89,68 | 74,7% | 83,52 - 89,65 | 82,13 83.52 -
pegawai sesuai dengan % % % % % % % %
kompetensi
3 Nilai Survey Kepuasan - - - 76,61 | 76,61 | 76,61 - 79,65 | 80,02 | 80,25 - Baik Baik 80,25 -
Masyarakat - - - %
88,30 | 88,30 | 88,30
4 Persentase PNS yang - - - 99,82 | 99,85 | 99,87 - 99,65 | 99,65 | 99,03 - 99,83 | 99,83 99,93 -
mempunyai integritas % % % % % % % % %
tinggi
B Nilai Dimensi Kualifikasi - - - - - - 13 - - - 13,01 - - - 100%
Nilai Dimensi - - - - - - 28 - - - 11,68 - - - 42%
Kompetensi
Nilai Dimensi Kinerja - - - - - - 25 - - - 17,24 - - - 69%
Nilai Dimensi Disiplin - - - - - - 5] - - - 4,99 - = - 99,80
%
9 Hasil Survey Kepuasan - - - - - - 81 - - - 85,63 - - - Baik
Masyarkat-
AL

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022
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Tabel 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Nganjuk

e

Uraian

Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

—

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

Anggaran

Realiasasi

(1)

(2)

(3)

()

(5)

(6)

(7)

8

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

SEBELUM
PERUBAHAN

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

334.473.000

358.175.500

314.701.234

303.145.854

94,09%

84,64%

1.109.121.500

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

217.599.000

736.297.000

196.379.929

689.590.181

90,25%

93,66%

1.078.459.000

Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

20.000.000

30.000.000

19.498.000

29.812.000

97,49%

99,37%

65.000.000

Program
Pendidikan
Kedinasan

6.336.509.000

1.546.362.450

4.853.782.367

1.530.763.273

76,60%

98,09%

9.394.030.450

Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur

3.512.808.000

1.366.055.500

2.422.932.999

1.029.129.885

68,97%

75,34%

6.958.668.500

Program
Pengendalian
dan Pembinaan
Pegawai

375.893.200

312.645.350

84,00%

375.393.200

SESUDAH
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PERUBAHAN

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

5.395.978
000

5.459.934.

302

4.561.618.797

4,698,435,459

84,53%

86,05%

63.956.302

136.816.662

Program
Kepegawaian
Daerah

2.410.058
-000

2.395.524.

600

1.490.139.353

1,414,030,004

61,83%

59%

(14.533400)

(76.109.349)

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

776.600.0
00

3.545.596.

450

714.551.500

3,404,883,030

92,36%

96%

2.769.596.450

2.690.331.53
(o]

Sumber: LRA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019-2022

*) diisi nama Perangkat Daerah
**) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah
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Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-
masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi
kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai
berikut:

Tabel 2.3.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja
1. 291% Sangat Tinggi
2. 76% < 90% Tinggi
3 66% < 75% Sedang
< 51% < 65% Rendah
S. < 50% Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari table 2.2 diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator
Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia adalah sebagai berikut:

1. Persentase ASN yang telah mengikuti diklat rata-rata capaian
kinerja dalam 3 tahun adalah 100,67 %.

2. Persentase Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi, rata-
rata capaian kinerja dalam 3 tahun adalah 86%

3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, rata-rata capaian kinerja
dalam 3 tahun adalah 94%

4. Persentase PNS yang mempunyai Integritas tinggi, rata-rata

capaian kinerja dalam 3 tahun adalah 99.83%

Nilai Dimensi Kualifikasi, capaian kinerja dalam 1 tahun 100%

Nilai Dimensi Kompetensi, capaian kinerja dalam 1 tahun 42%

Nilai Dimensi Kinerja, capaian kinerja dalam 1 tahun 69%

w5 B

Nilai Dimnesi Disiplin capaian kinerja dalam 1 tahun adalah
99,80%

9. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja dalam 1
tahun adalah Baik

Pada tahun 2020 untuk capaian kinerja Persentase pegawai
yang mengikuti Diklat mengalami penurunan dikarenakan pada tahun
2020 terjadi pandemi Covid 19 sehingga dilakukan refocusing anggaran
untuk penanganan pandemi tersebut. Dampak dari pandemi covid 19

terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengembangan SDM
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dalam Peningkatan Kompetensi pada tahun 2020 yaitu pelaksanaan
dan penyelenggaraan Diklat, Bimtek, Workshop dll tidak bisa
diselenggarakan  secara tatap muka langsung. Sedangkan
penyelenggaraan Diklat secara daring/online masih terbatas
penyelenggarannya sehingga sangat mempengaruhi terhadap capaian
kinerja tersebut.

Untuk capaian program dan kegiatan yang menunjang
keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Nganjuk tahun 2019 sd 2022 secara umum Jjuga berhasil dilaksanakan
dengan baik.

Realisasi Pelayanan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk

NO Jenis Layanan yang Realisasi
ditangani 2019 2020 2021 2022
1 Tugas Belajar
e S1 = = . %
s S2 - - - -
2 Ijin Belajar 14 orang 22 orang 38 111 orang
orang
3 SKKI (Surat | - - 10 24 orang
Keterangan orang
Kepemilikan Ijazah)
4 Diklat PIM
e PIMII 3 orang - 2 orang | -
s PIM III 30 orang - - 4 orang
e PIMIV = = = =
5 Diklat Teknis 369 orang 104 orang 835 17 orang
orang
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6 Diklat Fungsional 36 orang 40 orang 89 10 orang
orang
7 Hukuman Disiplin 16 orang 6 orang 5 orang | 8 orang
8 [jin Perceraian 20 orang 18 orang ae 17 orang
orang
9 Penyelesaian 1896 orang | 1619 orang | 1161 1160
Kenaikan Pangkat orang orang
10 | Penyelesaian Mutasi
ASN
e Mutasi Masuk | 10 orang 16 orang 13 9 orang
orang
e Mutasi Keluar | 13 orang S5 orang 3 orang | -
11 | Pelantikan
e Struktural 187 orang 127 orang 286 1173
orang orang
e [Fungsional 704 orang 579 orang - 305 orang
12 Pengadaan CASN
e PNS 646 orang - 228 -
orang
s PPPK 72 orang - 1297 1118
orang orang
13 | CPNS yang mengikuti | - 140 orang 100 544 orang
Prajabatan / Latsar orang
14 | Sumpah Janji PNS - 482 orang 5 648 orang
15 |Penghargaan Satya | 233 orang | 490 orang | 370 333 orang
Lancana Karya Satya orang
16 | Pemberhentian PNS 576 orang 680 orang 627 604 orang
orang
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Pejabat Struktural yang mengikuti Uji Kompetensi sampai

dengan tahun 2022 :

No | Jenjang Jabatan ABK Terisi Yang mengikuti Uji Kompetensi
1 Jabatan Pimpinan Tinggi 33 24 24
Pratama
2 Administrator 178 178 178
3 Pengawas 592 475 124

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang yang

berkaitan dengan Pemrosesan Administrasi Kepegawaian.

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya

Manusia dalam Pemberian layanan adalah ;

1.
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Kementerian Sekretaris Kabinet sebagai mitra dalam Penetapan
jabatan Fungsional Utama dan Penetapan pension untuk ASN
Golongan Pembina Utam (IV e)

. Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra dalam penetapan

penyetaraan jabatan dan ijin pelantikan

. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi sebagai mitra dalam Penetapan Formasi kebutuhan
ASN

. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai mitra dalam

pelaksanaan Administrasi manajemen ASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai mitra dalam
pelaksanaan seleksi terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama

. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provisni Jawa

Timur dalam pelaksanaan Pengambangan Kompetensi ASN

. Pusat Pengembangan SDM Kemendagri mitra dalam pelaksanaan

Latihan Dasar CPNS
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8. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mitra dalam Penetapan
Standar Pelakasanan Pengembangan SDM

9. Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur mitra dalam
Pelaksanaan Uji kompetensi ASN dan Kenaikan Pangkat untuk
Pangkat Pembina (IV/a) keatas,

10. Bagian Organisasi Kabupaten Nganjuk sebagai mitra dalam
penetapan SOTK serta Anjab/ABK nya .
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum
dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan
nasional seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN.
Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan
publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas
pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi
pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan
ketatalaksanaan.Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas
pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa
(cultural and political development) serta melalui pembangunan
ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.

Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas
pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus
memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem
Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan,
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penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara

terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang
baik.

Namun demikian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia sebagai perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya menyelenggarakan manajemen ASN berdasarkan sistem
merit masih menghadapi beberapa permasalahan yang
diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Perubahan SOTK dan Penyederhanaan Birokrasi melalui
Penyetaraan Jabatan belum diikuti Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja yang menggambarkan kebutuhan riil masing masing
BER

2. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan untuk seluruh
level jabatan baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi

maupun jabatan fungsional;

3. Belum teridentifikasi kompetensi dan/atau potensi seluruh ASN

sehingga penempatan pegawai belum berbasis pada kompetensi

4. Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN yang berbasis pada
gap kompetensi dan gap kinerja;

5. Penilaian kinerja yang ada belum berbasis pada key performance
indicator untuk masing-masing jabatan, sehingga pengukuran
kinerja yang ada belum jelas dan belum menggambarkan kinerja
ASN yang sesungguhnya

6. Belum dibangunnya manajemen talenta untuk membangun
kelompok suksesi guna mendapatkan ASN yang layak ditingkatkan

karirnya

7. Pembayaran TPP belum dikaitkan langsung dengan capaian kinerja
ASN

8. Sistem Informasi Kepegawaian di Kabupaten Nganjuk belum

seluruhnya terintegrasi
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Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan

mewujudkan
SDM  aparatur
yang kompeten

dan kompetitif.

kompetensi dan
kinerja ASN

No. | Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 Kualitas Belum Perlu data
manajemen ASN | optimalnya untuk
belum mampu | pengembangan menganalisis

kondisi existing
sebagai basis
perumusan
masalah

(evidence based)

Penilaian Kinerja
ASN belum bisa

Belum adanya

key performance

menggambarkan indicator

kondisi kinerja (indikator

ASN yang kinerja) untuk

sebenarnya masing-masing
jabatan ASN

Penempatan Belum

ASN belum tersusunnya

didasarkan pada Standar

kesesuaian Kompetensi

antara Jabatan untuk

kompetensi ASN seluruh level

dengan jabatan

kompetensi

jabatan

Belum Belum diketahui

dilaksanakannya dengan pasti

pemetaan ASN
berdasarkan
manajemen

talent pool

ASN yang layak
untuk
mendapatkan

promosi
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Belum
dibangunnya
sistem promosi
dan mutasi
berdasarkan
manajemen

talent pool

3.1.1. Telahaan Renstra Badan Kepegawaian Negara/ BKN Tahun
2020-2024

Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga
pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
Pada Pasal 47 UU 5/2014 disebutkan bahwa fungsi BKN adalah: (1)
pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN; (2) penyelenggaraan
Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi,
pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan
pangkat, pensiun; dan (3) penyimpanan informasi Pegawai ASN yang
telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab
atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024, Badan
Kepegawaian Negara telah menyusun Rencana Strategis yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Badan

Kepegawaian Negara.

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang,
visi BKN Tahun 2020-2024: adalah melaksanakan Visi Presiden Nomor
8 (delapan) yaitu “pengelolaan Pemerintahan yang Bersih Efektif, dan
Terpercaya” dengan melaksanakan arahan presiden nomor 4 (empat)
yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda pembangunan nomor 7
(tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas Polhukam dan Transformasi
Pelayanan Publik” dengan ”Mewujudkan Pengelola ASN yang
Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia
Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan

gotong royong”.
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Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta Mengacu pada
tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan
perundang undangan kepada Badan Kepegawaian negara dan
penjabaran dari misi Memberikan kontribusi nyata terhadap
pembangunan bidang aparatur sipil negara melalui pembinaan dan
penyelenggaraan manajemen ASN, serta pengembangan sistem
informasi ASN berdasarkan sistem merit, maka terdapat 5 pilar yang
menjadi misi Badan Kepegawaian negara yakni meningkatkan kualitas
ASN melalui: 1. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN, 2.
Penyelenggaraan manajemen ASN, 3. Penyimpanan informasi pegawai
ASN, 4. Pengawasan Dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Manajemen ASN.dan 5. Mengembangkan dan mengoptimalkan

sistim manajemen internal BKN.

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara merupakan kondisi
yang diinginkan dapat dicapai oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai
suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan.
Dalam penyusunannya, Badan Kepegawaian Negara menjabarkan 5

(lima) Tujuan yakni

1. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN Yang
Berkualitas,

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN Berkualitas Prima

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database Dan Sistem Informasi
ASN (SI - ASN),

4. Mewujudkan Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK

Manajemen ASN,

5. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN BKN Yang Efektif, Efisien,
dan Akuntabel.

Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Negara, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Instansi Pemerintah yang Profesional dalam
menerapkan Manajemen ASN, dengan Indikator Kinerja: a.
Persentase instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata
Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK b. Persentase instansi

pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

RENSTRA BKPSDM TAHUN 2024-2026 33 /




2. Terwujudnya Manajemen ASN berkualitas prima dengan indikator
kinerja: a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pembinaan
Manajemen ASN yang diselenggarakan BKN b. Indeks kepuasan

masyarakat terhadap layanan kepegawaian yang diselenggarakan
BKN

3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN dengan
indikator kinerja: a. Persentase pemenuhan regulasi teknis dan

instrumen manajemen ASN

4. Terwujudnya peningkatan kualitas Data dan Sistem Informasi ASN
dengan indikator kinerja: a. Persentase Sistem Informasi

Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN

5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan
Manajemen ASN dengan indikator kinerja: a. Persentase layanan

Manajemen ASN yang berbasis digital

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan Manajemen ASN dengan indikator kinerja: 1) Persentase
Rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang
ditindaklanjuti

7. Terwujudnya Manajemen Internal BKN yang Efektif, Efisien dan
Akuntabel dengan indicator kinerja : a. Indeks profesionalitas ASN
BKN b. Indeks Maturitas SPBE BKN c. Indeks Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi BKN d. Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja BKN e. Opini atas Laporan Keuangan BKN

3.1.2.Telahaan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa

Timur Tahun 2019-2024.

Sedangkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Propinsi Jawa Timur, menyebutkan bahwa Tujuan Badan Kepegawaian
Daerah Propinsi Jawa Timur adalah “Meningkatnya kompetensi dan
kualitas SDM Aparatur Pemerintah” dengan 2 indicator : Persentase
penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi dan

Indeks Profesioanlias Pegawai.

Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

sebagai berikuti :
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1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Jawa Timur.

2. Meningkatnya kualitas data kepegawaian dalam rangka penataan
pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di

lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

3. Meningkatnya kompetensi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

4. Meningkatnya kinerja pegawai ASN di lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang ada di Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Negara dan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Jawa Timur, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Nganjuk dalam melaksanakan kegiatannya terdapat beberapa faktor
pendorong dan penghambat;

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan pada Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Nganjuk antara lain :

6. Sumber daya anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten
Nganjuk;

7. Adanya komitmen Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan
pelayanan;

8. Adanya komitmen penegakan disiplin untuk penurunan
pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;

9. Peningkatan pemberian reward and punishment.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambatan pelayanan

kepegawaian, yaitu:

1. Belum tersusunnya Standar Kompetensi Kabatan

2. Terbatasnya ketersediaan SDM Aparatur terutama jabatan
fungsional yang terkait dengan tenaga IT, Asessor, dan analis
kepegawaian;

3. Masih belum optimalnya budaya kerja pegawai terkait dengan
tugas, tanggungjawab, etika dan perilaku pegawai;

RENSTRA BKPSDM TAHUN 2024-2026 35 /




4. Belum adanya penilaian kinerja yang obyektif dan pengukuran
kompetensi untuk setiap jabatan sebagai basis penyusunan
rencana diklat;

5. Pemahaman semua aparatur terhadap peraturan perundang-
undangan kepegawaian masih kurang;

6. Layanan administrasi kepegawaian belum seluruhnya terintegrasi;
Belum ditetapkannya anjab dan ABK oleh PPK sehingga penataan
ASN belum bisa optimal ;

8. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Diklat.

3.1.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk yaitu
kaitannya dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya
tidak bisa dilepaskan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi
sia-sia dan merusak lingkungan.

Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hubungannya dengan
RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup
signifikan. Namun dalam kaitan penyusunan perumusan kebijakan
pemerintahan daerah, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan
KLHS agar hasil-hasil rumusannya kebijakan pemerintah daerah tidak
bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS. Dalam rangka
pelaksanaan kegiatan di lingkungan BKPSDM selama 3 tahun ke depan
tidak bertentangan dengan perda RTRW.
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3.1.4. Telaahan Strategis

ASN merupakan sumber daya utama dalam Pemerintah Daerah,
sebab tanpa adanya ASN sumber daya yang lain tidak akan berfungsi
sebagaimana mestinya. Oleh karena itu sangat penting untuk
memperhatikan pengelolaan ASN melalui masnajemen ASN yang
berdasarkan sistem merit guna mewujudkan ASN yang profesional,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan

dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Kriteria sistem merit dalam manajemen ASN meliputi :

. seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;

pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;

<l

memiliki manajemen karier yang terdiri dari perencanaan,

pengembangan, pola karier, dan kelompok rencana suksesi yang

diperoleh dari manajemen talenta;

5. memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan
pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;

6. menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;

7. merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan
kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja individu;

8. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan
penyalahgunaan wewenang; dan

9. memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi

dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Oleh karena itu, guna mengoptimalkan kontribusi ASN dalam
mewujudkan visi dan misi Kabupaten Nganjuk, maka perlu diterapkan

sistem merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN.
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3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang
pelayanan kepegawaian, maka perlu adanya penentuan isu-isu
strategis sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan yang
diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.

Dari bermacam-macam jenis pelayanan Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
yang ada di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi seluruh
Aparatur Sipil Negara untuk memberikan pelayanan yang prima
dengan penguatan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan berbasis

Tehnologi Informasi.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Manajemen ASN dilakukan
berdasarkan system Merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan
wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna
kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau
kondisi kecacatan sehingga untuk mewujudkan hal tersebut tantangan
yang akan dihadapi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia adalah kurangnya integritas dan
profesionalisme Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk,
kurangnya kompetensi manajerial, penempatan Aparatur Sipil Negara

belum sesuai kompetensi.

Dari faktor-faktor pelayanan Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa isu-
isu strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang harus ditangani

secara berkesinambungan adalah :
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Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan di semua level jabatan
baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi maupun jabatan

fungsional

Penyusunan key performance indikator (indikator kinerja) untuk
setiap jabatan ASN

Penyusunan kelompok suksesi untuk jabatan yang lowong melalui

manajemen talent pool

Peningkatan Kompetensi ASN yang didasarkan pada gap
kompetensi dan gap kinerja

Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Kepegawaian
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

Dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2024-2026, BKPSDM Kabupaten Nganjuk mendukung tujuan
pembangunan daerah “Meningkatnya tata kelola pemerintahan
daerah yang baik” dan sasaran pembangunan daerah

“Meningkatkan profesionalitas ASN”

Untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian
dari reformasi birokrasi yang bersih, profesional dan sejahtera
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Nganjuk berupaya menyelenggarakan pelayanan
manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah
tujuan yang hendak dicapai Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
selama 3 (lima) tahun kedepan. yaitu : “MENINGKATNYA
PROFESIONALITAS ASN” indikator yang ditetapkan adalah
Indeks Profesionalitas ASN. Guna mewujudkan tujuan negara
sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun
aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral
dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat. Pada konteks performa ASN,
perlu dilakukan upaya dan langkah yang sistematis serta
signifikan dalam membangun integritas dan profesionalitas ASN.
Untuk mengetahui sejauhmana tingkat profesionalisme ASN
dibutuhkan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur
secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang
hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi
dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengolahan
instrumen tersebut menghasilkan ukuran statistik yang

menggambarkan  kualitas ASN berdasarkan kesesuaian
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kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN
dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditranformasikan ke

dalam bentuk indeks profesionalitas.

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan dalam
mewujudkan ASN yang professional, bebas dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan
mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan

kesatuan bangsa.

Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu
seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat
dan Instansi Daerah. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang
pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada
masing-masing instansi. Kebijakan umum dalam Pengukuran
Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi,
sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan

berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a. Koheren; Kriteria yang digunakan sebagai standar
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN bersumber dari
sistem merit.

b. Kelayakan; Standar Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data
objektif atau data riil yang melekat secara individual pada
setiap pegawai ASN.

c. Akuntabel; Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat
dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya.

d. Dapat ditiru; dan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan

lokus pengukurannya.
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e. Multi-Dimensional. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

terdiri dari beberapa dimensi.
Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Dimensi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dibuat

sebagaimana berikut :

1. Dimensi Kualifikasi
Digunakan untuk mengukur data mengenai kualifikasi
pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai
jenjang paling rendah dan memiliki bobot nilai sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari seluruh pengukuran, dengan
indikator pada setiap dimensi memiliki bobot penilaian

sebagai berikut:

a. bobot nilai sebesar 25 (dua puiuh lima) bagi PNS yang
memperoleh /memiliki pendidikan Strata Tiga (S3),

b. bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang
memperoleh /rnemiliki pendidikan Strata Dua (S2);

c. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang
memperoleh, /memiliki pendidikan Strata Satu
(S1/Diploma Empat (D4);

d. bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang
memperoleh /memiliki pendidikan Dipioma Tiga (D3);

e. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang
memperoleh /memiliki  pendidrkan Diploma Dua

(D2)/Diploma Satu (D1)/SLTA/sederajat; dan

f. Dbobot mnilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang
memperoleh /memiliki pendidikan di bawah SLTA

2. Dimensi kompetensi

Digunakan untuk mengukur data mengenai Riwayat
pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS
dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan
dan memiliki bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh
persen) dari seluruh pengukuran, terdiri atas indikator

sebagai berikut:

RENSTRA BKPSDM TAHUN 2024-2026




a. Instrumen pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot

penilaiannya sebagai berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang
diduduki; dan

(2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki
jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan

kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki;

b. Instrumen pengukuran pada diklat Fungsional bobot

penilaiannya sebagai berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang
menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan

jabatan yang diduduki; dan

(2) bobot nilai sebesar O (nol) bagi PNS yang menduduki
jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan
dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang
diduduki

c. Instrumen pengukuran pada diklat Teknis bobot

penilaiannya sebagai berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator,
Pengawas dan Fungsional yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20 Jam
Pelajaran (JP) yang mendukung tugas dan fungsi
jabatannya;

(2) bobot nilar sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki
jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan
Fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan Teknis minimal 20 JP yang mendukung tugas
dan fungsi jabatannya;
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(3) bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima)
bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah
mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis minimal 20
JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

(4) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki
jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan
pelatihan Teknis minimal 20 JP yang mendukung tugas
Jjabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Instrumen pengukuran pada seminar/ workshop/
kursus/ magang/ sejenisnya bobot penilaiannya sebagai
berikut:

(1) bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator,
Pengawas dan Fungsional yang telah mengikuti seminar /
workshop/  kursus/ magang/ sejenisnya sesuai
jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;

(2) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki
jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas dan
Fungsional yang belum mengikuti seminar/ workshop/
kursus/ magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2
(dua) tahun terakhir;

(3) bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi
PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah
mengikuti seminar/ workshop/ kursus/ magang/

selenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

(4) bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki
jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/
workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya sesuai
jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir Keikutsertaan
dalam seminar/ workshop/ kursus/ magang/ sejenisnya
tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas/dan

sejenisnya.
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e Dimensi Kinerja

Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai
penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi
dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat
yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi ini memiliki bobot
penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan

Pengukuran, terdiri atas indikator sebagai berikut:

a. bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang
memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu)
sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat
baik;

b. bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang
memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam)
sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria
baik;

c. bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang
memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu)
sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria

cukup;

d. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai
kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60

(enam puluh) dengan kriteria sedang; dan

e. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai
kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria
kurang;

f. Hasil penilaian kinerja yang dimaksudkan tersebut
dihitung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.

4. Dimensi Disiplin

Digunakan untuk mengukur data kepegawaian lainnya

yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, serta

memiliki bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) terdiri

atas indikator sebagai berikut:
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a. bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki

riwayat tidak pernah dljatuhi hukuan disiplin;

b. bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki

riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;

c. bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki

riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan

d. bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki
riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

4.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran  strategis Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manajemen ASN berbasis
Sistem Merit

Indikator yang ditetapkan dari sasaran ini adalah
Nilai Sistem Merit. Substansi sasaran ini untuk
melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 5
Tahun 2014 bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil
Negara (ASN) sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi,
perlu ditetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi
yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan
dirinya serta  wajib mempertanggung jawabkan
kinerjanya dengan menerapkan prinsip merit yaitu
kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang
berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul,

Jjenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam manajemen
ASN bertujuan Untuk :
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1. Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam
Manajemen ASN di Instansi Pemerintah
2. Mendorong terwujudnya ASN yang Profesional,
berintegritas, sejahtera dan berperan sebagai unsur
perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
3. Mendukung Penyelenggaraan Pemerintah negara
yang efektif, efisien , terbuka, netral, dan bebas dari
intervensi  politik, bersih dari praktik korupsi ,
kolusi dan nepotisme serta mampu
menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas
bagi masyarakat.
Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen
ASN yang dilnstansi Pemerintah dilakukan berdasarkan
aspek berikut :

a. Nilai Aspek Pengadaan dalam Indeks Sistem Merit
Digunakan untuk mengukur data mengenai proses
pengadaan ASN dan memiliki bobot penilaian sebesar
10% (sepuluh persen) dari seluruh pengukuran

b. Nilai Aspek Pengembangan Karir dalam Indeks Ssistem

Merit.
Digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai
pelaksanaan system pengembangan karir dan memiliki
bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
keseluruhan Pengukuran.

c. Nilai Aspek Promosi dan mutasi dalam Indeks Sistem
Merit
Digunakan untuk mengukur data yang terkait proses
mutasi dan promosi, dan memiliki bobot penilaian

sebesar 10% (sepuluh persen) dari seluruh pengukuran.
e. Nilai Aspek Manajemen Kinerja dalam Indeks Sistem
Merit

Digunakan untuk mengukur data penilaian kinerja dan
tindak lanjutnya dalam manajemen ASN, Aspek ini
memiliki bobot penilaian sebesar 20 % (dua puluh

persen) dari keseluruhan pengukuran.
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f. Nilai Aspek Penghargaan, Penggajian dan Disiplin

Digunakan untuk mengukur data terkait pemberian
penghargaan dan penjatuhan hukuman yang
didasarkan pada kinerja ASN. Aspek ini memiliki bobot
penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) daroi

keseluruhan pengukuran.
g. Nilai Aspek Perlindungan dan Pelayanan

Digunakan untuk mengukur data yang terkait dengan
perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada
ASN. Aspek ini memiliki bobot penilaian sebesar 4%

(empat persen) dari keseluruhan pengukuran
h. Nilai Aspek Sistem Informasi

Digunakan untuk mengukur data yang terkait dengan
system informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh
seluruh ASN. Aspek ini memiliki bobot penilaian
sebesar 6% (enam persen) dari keseluruhan

pengukuran.
2. Meningkatkan Kompetensi ASN

Indikator yang ditetapkan dari sasaran ini adalah
Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas
ASN). Seperti yang telah disampaikan pada indikator
tujuan diatas, Dimensi Kompetensi digunakan untuk
mengukur data/informasi mengenai riwayat
pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS
dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas
jabatan. Indikator yang digunakan yaitu riwayat
pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

a. Diklat Kepemimpinan;

b. Diklat Fungsional;

c. Diklat Teknis; dan

d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
Adapun pentingnya ASN selalu meningkatkan

kompetensi adalah demi memberikan pelayanan yang

terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi ASN
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bisa membantu negara untuk membentuk tatanan
negara yang lebih maju dan mensejahterakan
masyarakatnya.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah
Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan
dalam tabel berikut:
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Data
Capaian Target Kinerja :
No. Tujuan Sasaran Indikator Satuan Tahun Tujuan/Sasaran S P]?J;"c:rl;%nggung
Awal
2022 2024 2025 2026
3 Meningkatnya Indeks Indeks 46.43 55 63 71 BKPSDM
Profesionalitas Profesionalitas ASN
ASN
Meningkatkan | Nilai Sistem Merit Nilai 190 250 280 325 Bidang Peningkatan
Kualitas Kapasitas dan Kinerja
Manajemen ASN ASN, serta Bidang
berdasar Sistem Pengadaan, Data dan
Merit Mutasi ASN,
P R E o ORDINASE Sekretariat
s Meningkatkan | Nilai Dimensi | Nilai 11,68 17 20 21 Bidang Pengembangan
2. ¢ Paraf | Tgl Kompetensi Kompetensi Sumber Daya Manusia
ASN
i ] By
|| < [ G
TiSCIREF -
> et (et
b | G Pl
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POHON KINERJA By

BKPSDM KAB. NGANJUK

|

Meningkatnya Kualitas Manaiemen AsN berdasar Sistem Merit

UK N3l Sissem Merit)
| ' 1
Meningkatnya akunsabilitas kineria ing} ; i t Meninskatnya kapasitas dan kyalitas SOM aparatur
BKPSDOM A -
1 | ' |
L Nilai SAKIP BKPSDM ] 15, BRISRALASE ASN
i W mengkuti sangembangan
15, BRIISOLIE ASN IK. Bersentass 15, Parsentass 1%, Parseantass kampeatensi minimal 20 1P
Toauannora. Ssbunss BaIREA0AARL yang memenuhi Bemanuhan, ASN dengan Nitai uji
SEARAOBRARAA 981 CuAllas BRELABXPSON ; Formasi bt
OK: Lapiah Bakeonse, _ Pendidikan iabatan amm“.m, - Wsu:n [
:;Wm dan gralas Binela, I structural minimal Baik Optimal
BEPSOM Terlaksananya, I I Teriaksanania _
UK BRI MRSLSS SAEMLLSA SEKAESY esngadain. Lata Tedakiananya Terlaksananya Tedaksana _ L
NEEE) - dan m&udmm asnilsian oA Uji 1eknis
Lo06sIan0L AR IBAAGE Tk dastal, - . ;
sads BRPSDM W R e AsN Kompasensi 15,5 4migh ASN vang
(15 ot MRSLAR, ABE AL, BALASK Rk Musass dan Proma, Anduiian A RENARRAS BROEAMEANEAD
dossal pads BEPSDM) K dumiar AN Lapgran [ SN ksmestensi Teknis
BUDDRIA BERRESNALL Lageran Egnilaian dan m
LIRS kb Kinerja ARG Tarlaksananya sartfisasi,
ey ey Waf”m Lavblais kglambagaan
Sassak UK, BER2EANAIAN managcialdan fungsional
Lusvials Bvans vk dassab vang dadakan) 15, amiah ASN yang
WWWW Mendasas cengembangan
{5 Jemiah i BEANUALE HLEA0 BEDSEHLIAD. samaessensl Luosianal dan
ozl vang LecR, manaerial
SRR Dasani L Sassal
(K JRARR PIARE. SIE SARTAL. Yang

|

Meningkatnya kompetensiAsn
IG5 (Nilai Dimansi Kemesiensi dajam, P AN
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4.2. Crosscutting Kinerja BKPSDM

Unsur

Unsur Pengembangan

Kepegawaian Sumber Daya

Manusai

1 BKN, KASN, BKD
Propinsi Jatim,
Bagian organiasasi
Kab Nganjuk

BPSDM Propinsi Jawa
Timur

e ——

Kepegawaian,
- Pendidikan
| dan Pelatihan

Research Based Policy
And
Evidence Based Planning

_ UnsurPendukung ~ UnsurPenunjang
Urusan Pemerintahan ~ Urusan Pemerintahan
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Kebijakan/regulas
idan penyediaan
infrastruktur

PETA PROSES BISNIS

BKPSDM KABUPATEN NGANJUK

PROSES UTAMA

BKPSDM 1

BKPSDM 2

Meningkatkan Kualitas

Permintaan
Administrasi
Kepegawaian

—

I —f

Permintaan
Pengembangan
Kompetensi ASN

Permintaan data
informasi
kepegawaian

Meningkatkan Tata

Manajemen ASN
berdasar Sistem Merit

Kelola dan Reformasi
Birokrasi

PROSES PENDUKUNG

WA Y e T Y S8, )

" BKPSDM3 BKPSDM 4 BKPSDM 5

Pelayanan
Pengembangan
Kompetensi ASN

Pelayanan Penyajian
Data Informasi
Kepegawaian

Pelayanan Administrasi
Kepegawaian

PROSES MANAJEMEN

Pengelolaan Pengelolaan
Programgdan angaran Barang Milik Negara dan
Rumah Tangga

Pengelolaan dan
Pengembangan SDM

Pengelolaan Organisasi
dan Tata Laksana
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Pemenuhan
Administrasi
Kepegawaian

Pemenuhan
Pengembangan
Kompetensi ASN
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

S.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai
tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk maka perlu
disusun strategi sebagai berikut :

» Meningkatkan perencanaan kebutuhan didasarkan pada analisis
beban kerja melalui penyediaan data pegawai yang akan memasuki
masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan,
pangkat, unit kerja dan Pendidikan terakhir;

» Meningkatkan pengadaan melalui penyusunan peraturan bupati
tentang pengadaan ASN baik CPNS, PPPK guru, PPPK kesehatan
maupun PPPK teknis serta melaksanakan Latsar kurang dari 1 tahun

» Meningkatkan pengembangan karir melalui pelaksanaan analisis
kesenjangan kompetensi dan kinerja serta strategi pemecahannya, dan
membangun system manajemen talenta.

» Meningkatkan pelaksanaan mutasi dan promosi melalui penyusunan

perbup proses mutasi dan promosi melalui manajemen talenta

G

Meningkatkan manajemen kinerja melalui penyusunan indicator

kinerja (key performance indicator) dan menyusun analisis

permasalahan kinerja

» Meningkatkan pemberian penghargaan, penggajian dan disiplin melalui
Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik
dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;

» Meningkatkan system informasi melalui Penerapan e-performance yang

terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis

online;

Untuk mengimpletasikan strategi dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan
strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi
program dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Kebijakan
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yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai

berikut :

1)

2)
3)
4)

S)

6)

Mengembangkan SIMAS untuk mengidentifikasi data pegawai yang
akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun
menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan Pendidikan terakhir
Menyusun peraturan Bupati tentang pengadaan ASN

Membangun Manajemen Talenta

Menyusun peraturan bupati tentang mutasi dan promosi
berdasarkan manajemen talenta

Menyusun indikator kinerja (key performance indicatorjuntuk
seluruh jabatan

Mengintegrasikan SIMAS dengan SI ASN

Untuk jelas pemahaman tujuan, sasaran dan strategi/kebijakan

yang dilakukan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan RPD  : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Sasaran RPD : Meningkatkan profesionalitas ASN

TUJUAN SASARAN Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
Profesionalitas
ASN
Meningkatkan |Meningkatkan Menyusun  peraturan
Kualitas pengadaan melalui| Bupati tentang
Manajemen ASN | penyusunan pengadaan ASN
berbasis Sistem |peraturan  bupati
Merit tentang pengadaan
ASN baik CPNS,
PPPK guru, PPPK
kesehatan maupun
PPPK teknis serta
melaksanakan
Latsar kurang dari
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1 tahun

Meningkatkan Menyusun indikator
manajemen kinerja| kinerja (key
melalui performance
penyusunan indicatorjuntuk
indicator  kinerja| seluruh jabatan

(key performance

indicator) dan

menyusun analisis

permasalahan

kinerja

Meningkatkan Menyusun peraturan
pelaksanaan bupati tentang mutasi
mutasi dan| dan promosi
promosi melalui| berdasarkan
penyusunan manajemen talenta
perbup proses

mutasi dan

promosi melalui

manajemen talenta

Meningkatnya
penempatan  ASN
sesuai minat,

Melaksanakan
pemetaan minat, bakat,
potensi dan kompetensi

bakat, potensi, dan| melalui uji
kompetensinya potensi/kompetensi
Meningkatkan |Meningkatkan Melaksanakan
Kompetensi Kompetensi ASN| pengembangan
ASN melalui Pendidikan| kompetensi
dan pelatihan| berdasarkan Gap
teknis ,fungsional| Kompetensi dan Gab
dan manajerial Kinerja, dan
Melaksanakan
Pengembangan
Kompetensi melalui
satu pintu.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA
PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator,
target, dan pendanaan indikatif;

Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
didasarkan pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsinya sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III. Identifikasi
masalah digunakan untuk dasar penyusunan program, sedangkan
identifikasi akar masalah digunakan sebagai dasar perencanaan
kegiatan. Selain identifikasi masalah, penyusunan program dan
kegiatan juga merupakan hasil analisa terhadap faktor internal
(kekuatan dan kelemahan organisasi) dan faktor eksternal (peluang
dan tantangan) dalam pengembangan pelayanan organisasi. Hal
tersebut dilakukan untuk mewujudkan sinergitas antara masalah,
isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program
hingga kegiatan. Sehingga semua program dan kegiatan yang
dilaksanakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Penjabaran program prioritas dan pendukung Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Nganjuk, sebagai berikut:

Program Prioritas

1. Program Kepegawaian Daerah
Program Kepegawaian Daerah diarahkan untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran strategis Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator kinerja program
atau outcome yaitu
(1) Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan
(2) Persentase Pemenuhan Formasi Jabatan Struktural
(3) Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal Baik
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(4) Persentase Nilai Uji Kompetensi minimal Cukup Optimal

dengan kegiatan dan output kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
Indikator output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN.

b. Mutasi dan Promosi ASN , Indikator output dari kegiatan ini
adalah Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN, Indikator output dari kegiatan
ini adalah Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Indikator output dari
kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi

Kinerja Aparatur.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ditujukan untuk
meningkatkan kompetensi ASN, dengan indicator kinerja
persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi
minimal 20 JP, dengan kegiatan dan output atau indicator
kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Kompetensi ASN dengan Jumlah ASN yang
mendapat pengembangan kompetensi teknis
b. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional dengan indicator Jumlah ASN yang
mengikuti Diklat Manajerial, dan fungsional

Program Pendukung

1. Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota merupakan program pendukung dalam rangka
pencapaian tujuan pelayanan administrasi dan perkantoran.
Program ini untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BKPSDM.
Indikator kinerja program atau outcome adalah Nilai SAKIP
BKPSDM dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan
sebagai berikut:
a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat

daerah; Indikator Output dari kegiatan ini adalah Jumlah
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dokumen perencanaan dan penganggaran, dan evaluasi kinerja
oerangkat daerah.

b. Administrasi Keuangan perangkat daerah Indikator Output dari
kegiatan ini  adalah  jumlah laporan administrasi
keuangan.perangkat daerah.

c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah Indikator Output
dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan administrasi
kepegawaian perangkat daerah.

d. Administrasi umum perangkat daerah Indikator Output dari
kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Administrasi umum
Perangkat Daerah

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Indikator Output dari kegiatan ini adalah Jumlah
Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Indikator Output dari kegiatan ini adalah
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendanaan Indikatif

Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram
dan kegiatan yang telah ditetapkan, ada faktor yang sangat

diperlukan yaitu pendanaan, sebagaimana tercantum dalam tebel
berikut :

RENSTRA BKPSDM TAHUN 2024-2026




Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

Kabupaten Nganjuk
Indikator Data Target Kinerja Program dap Hersngka Pendanaan
HKinerja Capalan :
Tujuan, pada
o i Basaran tabun awal
Indikat: ogram Program Tahun-1 Tabun-2 Tehun-3 Unit kezja |
Tujuan Sasaran mﬂ Kode Keglatan dan SBub Hegiatan Perencanas a o Perlode BED " OPD
Reglatan {output) n 2022 3 P Penanggu Lokasi
: 2024 2025 2026 nig Jawah
Terget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Ry
T 2 4 5 6 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ¥z
Meningkatnya Indeks
Profesionalitas Profesionali 46,43 55 63 73 71
ABN tas ABN
- ntad
Blstem 225 328
Merit R
s Program penunjang
{14 Urusen Nilai BAKIP
1 8.03.01 Pemerintaban BKPSDM 80,00 80.5 7,641,000,000 81 8,449,500,000 82 $,153,000,000 81.5 25,243,800,000
3 Daerah
{,LP/ l‘ﬂ 9_‘} Kabupaten/Kota




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capaian
‘Tujuan, &
Basaran tahun awsl -
Indikat ; Progrmm dan Program Tahup-1 . Tabun-2 Tahun-3 Unit kezja |
Tujuan Sasaran - 'Bnmn“ Kode Kegiatan dan Sub Hegiatan Perencanas | ¥ Akhir Perlode RED OPD Lokasi
e Kegiatan {output} n 2022 : i Penanggn -
2024 7 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Dokumen
Keglatan Perencanaa
ERtenC Ay :'w 13 16 16 16 24 Sekrotarl | Ngenju
5.03.01.2.01 ;mpm:; jd.ln an dan do} ) do} Hos 70,000,000 doliaea 140,000,000 Sobiiiaen 70,000,000 du!mm: 280,000,000 ot x
valu Evaluasi
Perangkat Daerah Kinerfa
yang
disusun
Sub kegiatan Jumlah
Penyusunan Dokumen 3 3 3
5.08.01.2,01.01 | Dokumen perencanaan 2 dokumen 3 dokumen 15,000,000 dok = 15,000,000 | 4orimen 13,000,000 deknsi 45,000,000
Perencansan Peranghkat
Perangkat Daerah Daernh
Jumlah
Dokuumen =
Koordinasi dan E:UAIEKP;)”
5.03.01,2.01,02 | Pemyusunan Rk 1dokumen | 1 dokumen 10,000,000 1 10,000,000 : 10,000,000 ¢ 30,000,000
l ']J- R REAT Y Dokumen RKA- inrdiiast Fmrs dokumen LS dokumen el dokumen by
L 3 SKPD ;i
penyusunan
LQ(LP dokumen
RKA-SKPD




Sasaran

Indikator
Sasaran

Kode

Program dan
Kegiatan dan Sub
Kegiatan

Capaiann
pada
tahun awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

MWH

Tabun-3

n 2022

3023

2026

Akbfr Periode RPD

Lokast -

Target

Rp.

5.03.01,2.01.03

Koordinasi dan
Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah
Dokumen
perubahan
RKA-SKPD
dan laporan
hagil
koordinasi
penyusunan
dokumen
perubahan
REA-SKPD

1 dokumen

1 dokumen

10,000,000

1
dokumen

10,000,000

il
dekumen

10,000,000

-
dokumen 80,000,000

5.03.01,2.01.09

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-
SKPD

Jumlah
Dekumen
DPA-SKPD
yang
disusun dan
laporan hasit
koendinasi
penyusunan
dokumen
REA-SKPD

1 dokumen

1 dokumen

5,000,000

dokumen

5,000,000

1
dokumen

5,000,000

dokumen 18,000,000




‘Tujusn

Indikator

Indikator
Kinerfa
Tujuan,
Basaran

Program
Kegiatan
{ontput)

Data
Capalan

pada
tabun awal

Perencanaa
n 2022

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Teahun-3

2024

Akbir Periode RPD

Unit kerja
OPD

Penanggn
g Jawab

5.02.01,2,01.05

Koondinasi

dan Penyusunan
Perubahan DPA-
SKPD

Jumlrh
Dokumen
perubaban
DPA-SKPD
yang
disusun dan
laporan hasit
koordinasi

penyusunan
dokumen
perubahan
RKA-SKPD

1 dokumen

1 dokumen

5,000,000

1
dokumen

5,000,000

dokumen

3,000,000

dokumen 18,000,000




Tujuan

Indikator
Basmran

Program dan
Kegintan dan Sub
Kegiatan

Capalan
pada
tahun awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahup-1

‘Tabun-2

Tebhun-3

B 2022

2024

2025

2026

Akhir Periode RPD

Unit kerja

Penanggn
ng Jawab

Lokasi

Target

Target

Rp.

5,02.01,2,01.06

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah
Laperan
capaian
kinerja dan
Ikhtisar
realisasi
kinerja
SKPD dan
leporan hasil
koor dinasi
penyusunan
laporan
capaian
kinerja dan
ikhtisar
renlisasi
kinerja
SKPD

4 dokumen

7 dokumen

10,000,000

11
laporan

10,000,000

7
dokumen

10,000,000

3
dokumen

30,000,000

5.03.01.2.01.07

Evaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah

Jumlah
Laporan
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Datrah

3
dokumen (L
KPJ,LPPD,L
KJiP

2 dolumen
(SAKIPS,RB)

15,000,000

dokumen

15,000,000

2
dokumen

15,000,000

2
dokumen

45,000,000

5.03.01.2.02

Kegiatan
Administrasi
Henangan
Perangkat Daerah

Jumlah
dokumen
administras
1 keuangan

daerah yang

3 dokumen

dokumen

4,971,000,000

dokumen

8,102,000,000

3
doEumen

5,373,000,000

18,446,000,000




Indikator

Program dsn

HKegiatan dan Bub
- Kegiatan

Indikator
Rinerja

Basaran

Program
Heglatan
{output)

Data
Capaian

pada
tahun awal

Target Kinerja Program dan Kersngha Pendanaan

Tshup-1

Tahun-3

Tainn-s

n 2022

2024

Akhir Periode RPD

Unit kerja
oFrD

Penanggn
ng Jawsb

Lokasi

Tasget

5.02.01,2.02.01

Penyedinan Gaji dan
Tunjangan ASN

Jumlah ASN
Jang
menerima
gaji dan
tunjangan
ASN

24
dekumen

39 orang

4,950,000,000

39 orang 5,08

0,000,000

39 orang

5,350,000,000

39 orang

18,380,000,000

5.03.01.2.02.03

Pelaksanaan
Penutausahann dan
Pengujian/ Verifikasi
Keuangan SKPD

Jumlsh
Dokumen
penatansaha
an dan
pengujian/v
crifikasi
keuangan
SKPD

25
dokumen

42
dokumen

5,000,000

42
dokuinen

5,000,000

42
dokumen

5,000,000

42
dokumen

15,000,000

5.03.01.2.02.05

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuaugan
Akhir Tahun SKPD

Jumlah
Laporan
keuangan
akhir tahun
SKPD dan
laporan hasil
koordinasi
penyusunan
laporan
keuangan
akhir tahun

SKPD

1 laporan

1 laporan

6,000,000

1 laporan

7,000,000

1 laporan

8,000,000

1 laporan

21,000,000




Tujusn

Indikator

Kode

dan

Kegiatan dan Sub

Keglatan
[output)

Capaian
pada
tahuo awal
Perencanesa
n 2022

'mgm: Hinerja Program dan Keranghka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tabun-3

2024

2028

2026

Akhir Periode RPD

Unit kerja

Penanggu
ng Jawab

Lokasi

Target

5.03.01.2.02.06

Pengelolnan dan
Penylapan Bahan
Tanggapan
Pemeriksanan

Jumiah
deloumen
baheas
tanggapan
pemeriksann
dan tindak
lanjut

pemeriksapn

1 laporan

1 dokumen

5,000,000

1 laporan

5,000,000

1 laporan

5,000,000

1 laporan

18,000,000

5.03.01.2.02.07

Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangen
Bulanan/ Triwulana
n/Semesteran SKPD

Jumlah
Laporan
keuangan
bulanan/ tri
wilanan/ Se
mesteran
SKPD dan
laporan
koordinasi
penyusunan
laporan
keuangan
bulanan/ tri
wulanan/ Se
mesteran
SKPD

12 laporan

12 laporan

5,000,000

12
laporan

5,000,000

12
Iaporan

5,000,000

12
laporan

15,000,000




Indikator Data Target Kinerja Program dan Keranglka Pendanaan
Kinerja Capaian
Tujuan, pada
s Basaran tahun awal - -
Program Program . 1 -2 un-3 Unit kes,
Hiagisa B lndlk:tnor e | Kegiatan dan Sub Reghatan : Tahun- Tabhun. Tak ; i el ja
Kegiatan - | (output) 12022 AKRE Peatods Penanggu
2024 20285 2026 =, ; ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Turget Rp. Target Rp.
Jumlah
dokumen
Kegiatan administras
Administrasi 1 barang 1 1 1 1
5.03.01.2.08 Barang Milik millk 10,000,000 15,000,000 18,000,000 dokume 40,000,000 | Sekretarmt
Daersh pada dserah pada dokumen dokumen dokumen ’ E e 4
Peranghkat Dacrah perangkat
daerah yang
disusun
Jumlah
Penatausahaan ;:m
5.08.01,2.03.06 | Barang Milik Dacrah an B u " 2 dokumen 2 laporan 10,000,000 | 2 laporan 15,000,000 | 2 laporan 15,000,000 | 2 laporan 40,000,000
peeri Milik Daerah
pada SKPD
- Jumlah
Dokumen
Kegiatan Administras i
Administrasi i 1 1 1
5.03.01.2.05 Rapeguicaius esats i ldokumen 285,000,000 | 4o on 370,000,000 | o0 en 430,000,000 dokum; 1,085,000,000
Perangkat Daerah n Peranghkat
Daerah yang
disusun




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan :
. Tujuan, pada
s Basaran tahun awal
Program / Program 5 - Unit kes|
Indikato: Tahun-1 Tabnn-2 Tahun-3 ja
Tujuan Sasaran ol Ao :m“n presias (Kutp t;n " n 2022 Alhir Perlode RPD i Lokaai
outpus ] : nanggu
- 2024 2025 2026 ng Jnwab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. - Target Rp.
Jumlah
paket
Pengadran pakaian paksian
5.03.01,2.05.02 | 9inas beseria . 84 paket 40 paket 15,000,000 | 50 paket 20,000,000 | 50 paket 25,000,000 | 50 paket 60,000,000
kelengkapannya atribut
kelengkupan
nya
Jumlah
Orang
Sosialisasi yang
5.03.01,2.05.10 g:ﬁ;“‘;:n“g ) g"of:‘.ﬂku]. i‘i - 55 orang 120,000,000 | 55 orang 150,000,000 | 55 orang 180,000,000 | 55 orang 450,000,000
undangan Peraturan
Perundang-
Undangan
1 Jumlah
Pegawai
i
fP/L/ -/q L | 3 Bimbingen Teknis | YUB
bmplementasi ]:Bnimngﬂb' e
[_'ﬂ 5.03.01.2,05.11 | Peraturan hm‘:’*““ - 55 orang 150,000,000 | 55 omng 200,000,000 | 55 orang 225,000,000 | S5 orang 575,000,000
A Perundang-
Implementas
M — %) ?—; Drdangan i Peraturan
Perundang-
. Undangan
/ 23
- 7 o




!nde Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan {
Tujuan, pada
it Basaran tahun awal
Program Program X Tahun-2 Tahan-3 Unit kex,
Tujuan Sasaran "‘d’k;‘n“ Kode Kegiaten dan Sub | Kegiatan Pex g o Fi o
s Keglatan {output) n 2022 Aklir Perlode RPD Penanggn | Lokasi
2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Kegiatan dokumen 10
Administrasi administras 10 10 10 Bckretar]
5.03.01.2.06 Umum Perangkat i b dokumen 455,000,000 dobnmen 530,000,000 dobumen 608,000,000 dokumn 1] 1,590,000,000 at
Daerah perangkat
daeranh
Jumlah
paket
Penyvediaan E:’:ijhp?;cn
5.08.01.2.06.01 t;fﬁ“&“uim‘ Listrik/pener | 103 buah 50 paket 10,000,000 | 50 paket 10,000,000 | 50 paket 10,000,000 | 50 paket 30,000,000
angan
Bangunan Kantor s
kantor yang
tersedia
Jumlah
paket
Penyediaan peralatan
——— peralatan dan dan N 2 = p - "
5.03.01,2.06.02 S om0 2 palket 5,000,000 2 paket 5,000,000 | 2 paket 5,000,000 | 2 paket 18,000,000
kantor n kantor
yang
disedinkan
\ - P PR S
% ¢ qu T
T \b‘l J“m'lﬂ'h
M 'J\ — 1 -b Penyedinan pm e
V -5 B"\ 4 5.02.01.2.06.03 | Peralatan Rumah pe : - 2 paket 5,000,000 2 pakel 5,000,000 | 2 paket 10,000,000 | 2 paket 20,000,000
Tangga tangga yang
m. % 2 disediakan




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rinerfa - Capalan
Tujuan, pada
b Basaran tahun awal
Program Program Tahun-1 Tahun-2 Tabun-3 Unit kerja
Natkas Sasacan napane | hoae Kegintan dan Bub | Kegiatan P . Akhir Periode RPD et
asax Keglatan {output) n 2092 : - Pensnggn | “okesl
2025 2026 ng Jawsb
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Taxget Rp.
Jumlah
o % Penyediaan Bahan p&l«.\‘.et. bahan ” 100
5.03.01,2,06.04 Logistik Kantor I;;:s::.]}l:%nn 9547 buah 100 paket 100,000,000 100 paket 125,000,000 100 paket 150,000,000 fet 375,000,000
isediakan
Jumlah
paket
Penyedinan Barang barang 200
3.03.01.2.06.05 Cetakan dan cetakan dan 389 pax 200 paket 75,000,000 200 paket 100,000,000 200 paket 125,000,000 paket 300,000,000
Penggandaan penggandaa
n yang
Jumlah
dokumen
Penyedinan Bahan bahan
Bacaan dan bacaan dan
. : 394 411 411 411 - 411
5.03.01.2.06.06 Peraturan peraturan exemplar dekcriman 10,000,000 Heihen 15,000,000 dolomen: 15,000,000 Sl 40,000,000
Perundang- perundang-
undangan undangan
yang
. disediakan
Lr Jumlah
Fasilitasi lapotan. 100 ) 100 100
\‘_\i 1 ) 5.03.01.2.06.08 | oo o e Tamu ZSELEIMSI. 178 buah 100 laporan 000,000 |\ o 25,000,000 | s 30,000,000 | 75,000,000
?77 q Tun]ungan
‘amu




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan ¢
Tujuan, pada
i Basaran tahun awal : :
Program Program 1 o .3 Unit kerja
Sasaran lndimk::or Kode Kegiatan dan Sub Heglatan Per Grasivist i o Akhir Periode RPD p,:.?
Keglatan {ontput) n 2022 RARE: e £
2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
laporan
Penyelenggaraan penyelengar
" o Rapat Koerdinast aan rapat . 5 i 75 ; 75
5.03.01.2.06.09 dan Konsultoet koordinasi 50 kali 75 laporan 200,000,000 laporan 200,000,000 laporan 200,000,000 laporan 600,000,000
SKPD dan
konsultasi
SKPI
Jumlah
Penetavsshaan ﬁﬁ:ﬁﬁ:nha 500 500 500 500
5.03.01.2.06.10 Qg:%l’)mﬂmls pada an arsip 433 arsip dokumen 20,000,000 dithiaei 30,000,000 dokwmet 40,000,000 ke 50,000,000
dinamis
pada SKPD
Jumlah
dokumen
Dukungan dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan 1 1 1
5.08.01.2.06.11 | Pemerintahan Sistem 1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 15,000,000 20,000,000 45,000,000
Betbasis Elektronik | Pemerintaha Sl Betmers s
pada SKPD n Berbasis
Elektronik
pada SKPD
o) as
T yVyL? =
; \ ek Keglatan Jumlah
1 ,.\i 1_% Pengadaan Barang barang Sekrearin
5.!401.2. Milik Daerah milik S buah 37 unit 1.000,000,000 39 unit 1,275,000,000 423 unit 1,450,000,000 42 unit 3,725,000,000 %
B s ol Penunjang Urusan daerah yang i et L
/y- ”5 Pemerintah Daerah | diadakan




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan
Tujuan, t.hpjdl
Sasaran no awel - - - -
Indikator e Em?“ R Frogre, )G 5 Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 ‘M;P h:la.
b SR Lt Sasaran 3 7 o B s Akbir Periods RPD hcic, SR B P3RS
3 Kegiatan {output) n 20232 g Penanggu
2024 2025 2026 g Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah upit
kendarsan
Pengadann dinas
5 Kendeana Dinas operasionsl - 2 uni 000 2 unit 1,000,000,000 | 2 unit 1,100,000,000 | 1 Unit 2,900,000,000
5.03.01.2.07.02 Operasional ntau Fasiny 2 umnit 800,000,001 uni i ) )
Lapangan lapangan
yang
disedinkan
Jumlah
5.03.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel ﬁ;‘ bl o] 30 unit 50,000,000 | 30 unit 75,000,000 | 30 unit 100,000,000 | 30 unit 228,000,000
disediakan
Jumlah unit
Pengadaan peralatan .
5.00.01.2.07.06 | Peralatan dan Mesin dan mesin S buah 5 unit 150,000,000 7 unit 200,000,000 10 unit 250,000,000 10 unit 600,000,000
Lainnya lainnya yang
disedinkan
Kegiatan Unrlah jasa
v 3 Penyediaan Jasa penunjang
— T 5.03.01.2.08 Penunjang Urusan “’“"‘mm 3 paket 340,000,000 3 paket 357,500,000 | 3 paket 440,000,000 | 3 paket 1,137,500,000
Pemerintahan :em :;
Daerah MRS I
? z ; tersedia




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan 5 -
Tujuan, pada
o Sasaran tahun awal : T
: 11 Program Program 3 Tahun- -3 s
Basaran Sosman | Kode Kogiatan dan Sub | Heglatas | P i z a1 Akhir Periode RPD one.
; Keglatan {output) n 2022 ] ; : Penanggu
2024 2023 2026 ng Jawsb
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumiah
5.03.01.2.08.01 | Fenvediaan Jasa o | 1B paket | 2501a 5,000,000 2o 7,500,000 250 1,000,000 | , 2 22,500,000
TR Surat Menyurat ;:::n}umm P R laporan i laporan e Iaporan aiils
menyurat
Jumlah
laporan
Penyedinan Jasa J!fg"‘“‘“""
5.03.01.2.08.02 gm‘;::“g::;“ e komunikasi, | 36 paket 3 laporan 250,000,000 | 3 Inporan 250,000,000 | 3 laporen 300,000,000 | 3 laporan 800,000,000
dan | istrile sumber daya
: air dan
Listrik yang
cisediakan
Jumlah
Iaporan
Penyediaan Jasa P::fodmm
5.03.01,2,08.04 | Pelavanan Umum -}x o 4 orang 4 laporan 85,000,000 | 4 laporan 100,000,000 | 4 laporan 130,000,000 | 4 laporan 315,000,000
Kantor i
kantor vang
disediakan
Kegjatan
3 Pemelibarann Jumlah
. . Barang Milik barang Selorctaria
5.03.01.2.09 gnenh Penunjang milik 102 unit 113 unit 510,000,000 | 1 0 00 660,000,000 127 unit 770,000,000 | 100 unit 1,940,000,000 t
rusan daerah yang
Pemerintahan dipelbara
Daerah




Indikator Data Target Hinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerfa Capaian
Tujuaxn, prda
i - Basaran tahnn awal -
ogram dan Program = % - Unit ker:
Tujusn Sasaran ¥EnAlhatos Kode Hegiatan dan Sub Keglatan Perencanaa e bt T OPD -
] Hegiatan {output) » 2022 Akhir Periode RPD Penangiu Lokasi
2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
kendaraan
Penyediaan Jasa perorangan
Pemelibaman, Biaya | dinas atau
Pemeliharaan dan kendaraan
5.03.01.2.09.01 Pajak Kendaraan dinas 1 unit I unit 150,000,000 1 unit 185,000,000 1 unit 200,000,000 I unit 535,000,000
Perorangan Dinas jabatan yang
atau Kendaman dipelibara
Dinas Jabatan dan
dibayarkan
pajaknya
Jumlah
kendaraan
dinas
Penyedinan Jasa opernsional
Pemeliharaan, Biaya | atau
Pemeliharaan, Pajak | lapangan
5.03.01,2.09.02 | dan Perizinan yang 8 unit 8 unit 200,000,000 9 unit 250,000,000 9 unit 300,000,000 9 unit 750,000,000
Kendaraan Dinas dipelihara
Operasional atau dan
Lapangan dibayarkan
pajaknya
dan
periZinannya
Jumlah
5.03.01.2.09.05 | Pemecliharaan Mebel mebel yang 10 buah 12 unit 10,000,000 13 unit 10,000,000 15 unit 15,000,000 I5 unit 35,000,000
dipelihara
Jumiah
Pemeliharaan peralatan
5.03.01,2.09.06 Peralatan dan Mesin dan mesin 81 unit 90 unit 50,000,000 95 unit 65,000,000 100 unit 85,000,000 100 unit 200,000,000
Lainnya lainnya yang
dipelihara




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan
Tujuan, pada
2 Basaran tahun awal -
Program dan Program - 2 -3 Unit ker, :
anmfm Kode Keglatan dan Sub Regiatas s Tahun-1 Tahun-2 Tahun: A i Ja o
] Keglaten {output) » 2022 s Penanggn .
2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Pemeliharasn/f Reha Gedung
bilitasi Gedung kantor dan .
5.03.01,2.09.09 Hoxitor ds bangunan 2 gedung 2 upit 100,000,000 2 unit 150,000,000 2 unit 170,000,000 2 unit 420,000,000
o lainnya yang
Bangunan Lainnya dipelihara/di
rehabilitasi
Persentase ASN Bidang
PROGRAM yang Pengadaa
KEPEGAWAIAN memenuhi 52% 55% 2,450,000,000 56% 3,165,000,000 57% 3,560,000,000 57% 9,175,000,000 n Data
DAERAH kualifikasi dan
pendidikan Mutasi




h;:;l::;:t Cfp:l:n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan, pada
s Ak Basaran tabun awal
h ogram Program ;
AR Indikator s it b i i Tabun-1 Tahun-2 Tahun-3 Unit kerja
Basaran Reglatan !outgpuﬂ - . Akhir Periode RPD Pe: kR Lokas}
2024 2028 2026 i
ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Parsantase i
Pamenuhan PS!? Bﬁga
;t:::::! T2% 78% 1,500,000,000 80% 1,780,000,000 85% 1,980,000,000 B5% 8,200,000,000 n, flaﬂm
dan
structural Mutasi
Parsentase ASN e
sl Peningkat
A an
:;:t:: kinarja | 98% 29% 964,000,000 99% 1,174,800,000 99% 1,327,160,000 99% 3,465,960,000 | kapasitas
dan
minimat baik kinerja
ASN
Parsentase e
B ; Peningkat
7 an
A;m::;tlarg:kup T0% 78% 2,158,000,000 TT% 2,498,000,000 80% 2,810,000,000 B0% 7,460,000,000 | kapnaitas
Optimal ‘dﬂ-ﬂ
kdnerja
ASN
Jumlah
Laporan
K
“ P:"““ln.n Pengadaan, Bidang
3 Pemberhenti
a% 5.03.02.2.01 :’:f:b:al::ntlan dan At A llaporan 2,450,000,000 | 1 laporan | 3,165,000,000 | 1 laporan 3,560,000,000 Io :ran 4,175,000,000 Pengadan,
Lf Kepegawalan ABN R ’ T dsﬁn
: el Mutasi
V'?/_ ‘ _“\ I L} L ASN
dMm 2| o
? A Y —5




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan
Tujuan, pada
Basaran tahuo awal
Program dan Program Tahun-1 -2 Tahun-3 Unit kexja
8 S ;udibnor Kode Registen des Bub Kegintan - un. Tabun- p ey
R Kegiatan {ontput) n 2022 S Penanggn Rk
2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Bokumen
Perumusan Bahan gfs’l a5 1 1 1
5.03.02.201.01 | Kebijakan S - 1 dokumen 300,000,000 325,000,000 | 350,000,000 | Dokume 975,000,000
Pengadaan ASN Bahan Daltuiexy DHED n
Kebijakan
Pengadaan
ASN
Jumlah
dokumen
hasil
Penyusunan penyusunan
Rencana rencana
Kebutuhan, Jenis kebutuhan, 50 s0 50 50
5.03.02.2.01.02 | dan Jumlah jenis dan 50 laporan 200,000,000 215,000,000 235,000,000 650,000,000
Jebatan Gk jumlsh dokumen dokumen dokumen dokumen
Pelaksanaan jabatan
Pengadaan ASN untuk
pelaksanaan
pengadaan
ASN
Jumlah
Evaluasi Pengadaan laporan hasil 1
5.03.02.2.01.04 | ASN dan Pengadaan evaluasi - 1 laporan 1,000,000,000 1 laporan 1,580,000,000 1 laporan 1,790,000,000 Ia 4,370,000,000
_POKH]’.I
ASN pengadaan
ASN
Jumlah
Dokumen
& usan Bahen ;[:5 ruﬂmusan 1 1 1
5.03.02,2.01.05 Kebijakan y = 1 dokumen 100,000,000 a4 =4 100,000,000 a6 S 125,000,000 i — 325,000,000
Pemberhentian ASN RIS kume! kum
Kebijakan
Pemberhenti
an ASN




Indikator - Data Target Kinerja Program dan Keranghkn Pendanaan
Hinerfa Capalan
Tujuan, pada :
T Basaran tahun awal ; s
Program Program » J .2 a Unit kerja
lmllk:t:r Hode Kegiatan dan Sub Keglatan Perencanaa e 5t AT Akbir Periode RPD : OFD Lokasi
i Kegiatan {output} { =n2022 : : R0 Penanggn
2024 2028 2026 j g Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
dolimen
Koordinasi ::;t“am
- Pelaksanaan i 500 - 500 - 500 500
3.03.02.2.01.06 Keminietrant m:;:ia " 500 orang AekmEs 150,000,000 dokimen 175,000,000 dolatsai 200,000,000 delaimen 825,000,000
Pemberhention administrast
pemberhenti
an
,‘('
Jumlah
Dokumen
Hagil
Perumusan Bahan Perumusan
- o Kebijakan Bahan i} 1 1 1
5.03.02,2.01.09 Pengelolaan Data Kebijakan 1 dokumen 150,000,000 T 150,000,000 T e 150,000,000 daliinien 430,000,000
- dan Informasi ASN Pengelolaan
L~ 9 Data dan
3 Informasi
L ASN
A 4 My

|




Sasaran

Indtkator
Basaran

Kode

Program dan
Keogiatan dan Sub
Keglatan

Indikator
Hinerja
Tujuan,
Basaran
Program

Reglatan
{output)

tahun awal

Target Kinerja Program dan Kersngka Pendanaan

Tahun-1

Tabun-2

Tahun-3

n 2022

2024

2025

2026

Akbir Periode RPD

Unit kerja
OPD
Penanggu
ng Jawab

Lokasi

Target

Rp.

Target

§.02.02.2,01.10

Pengelolaan Sistem
Informasi
Kepegawaian

Jumlah
dekumen
haail
pengelolann
system
informasi
kepegawaian

8371 orang

8371
dokumen

150,000,000

8571
dokumen

200,000,000

8571
dokumen

250,000,000

8687

dokumen 600,000,000

5.03.02.201.11

Pengelolann Data
Kepegawaian

Jumlah
Dokumen
Hawil
Pengelolaan
Data
Kepegawaian

4 dokumen

200,000,000

4
dokumen

220,000,000

dokumen

235,000,000

4

dbhamen 655,000,000

5.03.02,201.12

Evaluasi Data,
Informasi dan
Sistem Informasi
Kepegawaian

Jumlah
Laporan
Haail
Evaluasi
Data,
Informasi
dan Sistem
Informasi
Kepegawaian

1 laporan

200,000,000

1 laporan

200,000,000

1 laporan

225,000,000

1 laporan 625,000,000

"hA
2ot

/\INm

e

a2

5.03.02.2.02

Kegiatan Mutasi
dan Promosi ABN

Jumlah
Laporan
Mutasi dan
Promosi
ABN

1 laporan

1,500,000,000

1 laporan

1,750,000,000

1 laporan

1,950,000,000

laporsn 5,200,000,000

Bidang
Pengadan
,Data dan

Mutasi

.3 N Al




Indikator

Kode

Program dan :
Kegiatan dan Sub
Kegiatan

Hegiatan
fontputy

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tahun-2

Tehun-3

2024

2025

Akhir Periode RPD

Unit kerja
oPD

Pepanggu
ng Jawab

Lokas}

Taxget °  Rp.

5.03.02,2.02.01

Pengelolnan Mutasi
ASN

Jumlah
dokmmen

pelaksanaan
mutasi
jabatan
pimpinan

jabatan
administrasi,
jabatan
pelaksanaan
dan mutasi
ASN antar
daerah

1233 orang

100
dokumen

350,000,000

100

asiAGhen 400,000,000

100
dokumen

450,000,000

150
dokumen 1,300,000,000

35.03.02.2,02.02

Pengelolaan
Kenaikan Pangkat
ASN

Jumlah
pengelolaan
kenaikan
pangkat ASN

3043 orang

2000
dokumen

400,000,000

3000

i n 450,000,000

3000
dokumen

500,000,000

3500

dok i 1,350,000,000

}5.0@.02.2.02.03

Pengelolaan Promosi
ASN

Jumlah
dokumen
hasil
pengelolaan
promosi ASN

85 orang

500
dokumen

750,000,000

500

dokumen SRRET 00

500
dokumen

1,000,000,000

220] 2,650,000,000




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan
Tujuan, pada
Program dan Program | o -2 Tahun-3 Unit kerja
Basariz e o Kode Hegiatan dan Sub | Kegiatan P Pt Tahp = e oPD
Kegiatan foutput) n 2022 ; Akhls Perioge Penanggu
2024 2025 2026 hinnad
Jumlah m
Kegl Laporan 5 g
5.03.02.2.03 | Pengembangan e llsporan | 2,155,000,000 | 1laporan | 2,495,000,000 | 1lsporan | 2,810,000,000 | | * 7,460,000,000 | Kapasitas
Kompetensi ABN gan o dan
Kompetensi Kinerja
HoN ASN
Jumlah
Pengelolaan ';PN d :wtia
5.03.02.2.03.04 | Pendidikan s 2 oramg 4 orang 500,000,000 | 4 orang 600,000,000 | 4 orang 800,000,000 | 4 orang 1,900,000,000
Lanjutan ASN Pendidikan
Lanjutan
Jumlah
ASN  yang
r— ! i Mendapatka
’ Fasilitasi Sertifikasi s h 300 300
5.03.02.2.03.06 Jabatan ASN gamtatg:::m 300 orang 900,000,000 300 1,000,000,000 1,000,000,000 orang 2,900,000,000
Sertifikasi
Jabatan
. Jumlah
Laporan
Evaluasi Diklat dan Hasil
5.03.02.2.03.07 Sertifikasi Jabatan Evaluasi - 1 laporan 200,000,000 1 laporan 200,000,000 1 laporan 225,000,000 1 laporan 625,000,000
ASN Diklat dan
Sertifikasi
Jabatan ASN
— 1,

73k ‘&/Aq
A




Tujuan

Indikator

Kode

Program dan
Kegiatan dan Bub
Keglatan

Data

tn!m:naﬁnl

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun-1

Tabun-2

Tahun-3

n 2022

2024

Akhir Perlode RPD

Unit kerja
OPD

Penanggu
ng Jawab

Lokasi

Rp.

5.03.02,2,03.09

Koordinasi dan
Kerjasama
Pelaksanann Diklat
Jabatan Fungsional

Jumlah
Dokumen
Hasil
Koordinasi
dan Kerja
Sama
Pelaksanann
Diklat
Jabatan
Fungsional

3 dokumen

50,000,000

5

dokumen

75,000,000

L4

dokumen 5,000,000

dokumen 230,900,

5.03.02.2.03.10

Fasilitasi Sertifikasi
Fungsional ASN

Jumlah

ASN  vang
Mendapatka
n Layanan
Fasilitas
Sertifikast
Jabatan
Fungsional
ASN

300 orang

200,000,000

100
orang

200,000,000

100

omsE 250,000,000

10 orang 650,000,000

5.03.02.2.03.11

Evaluasi Diklat dan
Sertifikasi Pejabat
Fungsional

Jumah
Dokumen
Hasil
Evaluasi
Diklat dan
Sertfikasi
Pejabat

Fungsional

1 laporan

5,000,000

1 lnporan

50,000,000

1 laporan 50,000,000

1 laporan 105,000,000




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan
Tujuan, pads:
a Basaran tahun awal
Program Program . i Tahun-3 Unit ker:
Saseran szl § Kegiatan dan Sub | Keglatan P o e i e i d orn o))
L Kegiatan {ontput) 2022 Penanggu
2024 2025 2026 7 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Taxget Rp.
Jumlah
Dokumen
Haail
Sosinlisasi dan Sosialisasi
- Penvebaran dan P 2 2 - 2 2
Si02.02:2,09,12 Informasi Jabatan Penyebaran h 2 dokuban 200,900,000 dokumen 250,000,000 | 4 pumen 250,000,000 | 4 enmen 700,000,000
Fungsional ASN Informasi
Jabatan
Fungsional
ASN
< Jumlah ASN 5
5.03.02.2,08.13 | LembiaanJubatan | oo ogionar |5 kel 500 orang 100,000,000 500 120,000,000 | 900 140,000,000 | 500 360,000,000
Fungsional ASN 2 orang orang orang
yang Dibina
Jumlah Bidang
Laporan Peningkat
;- Kegiatan Penilaian Penilaian 1 an
5.03.02.2.04 dan Evaluasi dan 1 1 laporan 964,000,000 1 laporan 1,174,800,000 1 laporan 1,327,160,000 fieian 3,465,960,000 | Kapasitas
1' Kinerja Aparatur Bvaluasi POT dan
{PA/ Kinerja Kinerja
; j q Aparatur ABN
7om [
Y 3




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rinerja Capalan
Tujnaz, pada
Basaran tahun swal - Toii e
Program dan Program Taly Tahun-2 Tahun-3
Indikator un-1 o ]
Kode Hegiatan dan Sub Regiatan Per . OPD
Basaran Keglatan {output) n 2022 " Akhir Periode RPD Penanggu Lokasi
2025 2026 - ng Jawab
Target Rp. Taxget Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Dokumen
Hasil
5 ; mtﬁg?‘::ﬁm'!‘“ﬂ’“‘“‘ Rergakan kn 200,000,000 : 250,000,000 s 275,000,000 2 725,000,000
5.03:02.2,04.00 dan Evaluasi :::Ib‘:{:.;r:‘;n ° 4/ foKumery PR dokumen RIS dekumen 4 d dokumen ' *
Kinerja Apamtur dan Evaluasi
Kinerja
Aparatur
Jumiah
Dokumen
Pelaksanaan Hasil - .
; Penilaian dan Pelaksanaan 8700 9300 99 960.000
5.09.0212.0002 | pogiiian Kinerja Penilaian BT g dokumen 139,000,000 | o1men 166,800,000 | 4o umen 200,160,000 | 4okumen B3,
Aparatur dan Evaluast
Kinerja
Aparatur
Jumlah
dokumen
Evaluast hasil hasil
; penilaian dan pelaksanaan i 300,000,000
5.03.02.204.03 cvaluasi kinerja penilai 1 laporan 100,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 100,000,000 1 laporan 00,/ A
aparatur dan evaluasi
kineraja
aparatur




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Rinerja Capaian
Tujuan, pada
& Basaran tahun awal ; .
ndikat Program Program Tahun- Tabua-2 Tehun-3 Unit k
Tujusn : 2 Kode Keglatan dan Sub Kegiatan P Lont oppﬂj.
Hegintan {output) n 2022 > Akhir Periode RPFD Ponsaggn | Lokasi
2024 20253 2026 ng Jawab
Tazget Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Pengelolaan Jumlah ASN
2 Pemberian yang . ~ 8300 8000 8000
5.03.02.204.04 Penghargnan bagi Wit BST1 orang 100,000,000 orang 150,000,000 orang 175,000,000 A 425,000,000
pegawal penghargaan
Jumlah ASN
~ | Pengelolaan Tanda yang p— 275 = 300 350
5.03.02,2.04.05 Jasa Bagi Pegmwai Dikerikan 548 orang 250 ornng 30,000,000 orang 45,000,000 orang 60,000,000 orang 135,000,000
Tanda Jasa
Jumlesh asn
’ Pembinaan Disipin | Y218 500 500 500
5.02.02,2.04.07 ASN mendapat 858 orang 500 orang 300,000,000 orang 350,000,000 orang 375,000,000 orang 1,025,000,000
pembinaan
disiplin
Jumlah
Laporan
Haail
Pengelolaan - - .
> ; Pengelolaan - 20 . 20 : 20
5.03.02.204.08 Pp:lx:: clesaian . Perivelescian - 20 laporan 20,000,000 laporan 23,000,000 liiperais 27,000,000 Iaporan 70,000,000
nggaran Pisiplin Pens
enyelenggar
aan Disiplin
ASN
Jumlah
Dokumen
Pelayanan Proses Proses Ezm 20 20 20 20
5.03.02.2.04.09 | Izin Pc:f:cmsan Pemera{an 19 orang Ty 25,000,000 doKatsn 30,000,000 ok 40,000,000 doltes 95,000,000
Pegawai Pegawwai
yang
Dilayani




Indikator Data Target Kinerja Program dan Keranghka Pendanaan
Kinerja Capaian
Tujuan, pada
Sasaran tahun awsal :
Program dan Program A . | Unit ker
Indikator Tahun-1 Tahun-2 Tehun-3 ja
Tujnan Basaran Kode Kegiatan dan Bub Hegiatan P oPD
Basaran Keglatan {output) n 2022 ; Akhir Periode RPD Penanggn :,gh.]
2024 2028 3026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Evalupst Disiplio Laparan
5.03.024.04.10 | % i Hasil 1 laporan 50,000,000 | 1 laperan 60,000,000 | 1 laporan 75,000,000 | 1 laporan 185,000,000
2 Evaluasi
DL&E:HH ASN
168 ARt 3 Ca
Persentase
ABN yang Bidang
PROGRAM mengikuti Pengemba
PENGEMBANGAN Pengemban ngan
5.04.02 SUMBER DAYA g 60% T0% 4,965,000,000 T5% 5,362,000,000 80% §,9850,400,000 80% 16,277,400,000 Bumber
MANUSBIA Hompetensi i Daya
minimesl 20 Manusia
JP/tahun
Jumlah ABN
yang
Keglatan mendapat 100 110 120
5.04.02.2.01 Pengembangan pengemban 89 orang 90 Orang 985,000,000 827,000,000 o 950,400,000 2,762,400,000
Kompetensi Teknis | gan RN = REESE
kompetensi
teknis




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinezrja Capalan
Tajuan,
™ dm Basaran tahun awal
ogram Program # T % i
SN :nm - g Kagioban dan b et it Tahugn-1 Tabun-2. Tahun-3 W;Pk:.lﬂ
| Kegiatan {ontput) n 2022 : . Akhir Periode RPD Pensnggn Lokasi
2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Rebijakan
Teknis dan
Rencana
Penyusunan Pengembang
kebijakan teknis an
dan rencana Kompetensi
pengembangan Teknis
teknis umum, inti Umum, Inti,
dan pilihan bagi dan Pilihan
jabatan administrasi | bagi Jabatan
5.04.02.201.01 | Penyelenggara e | - 1 dokumen so,000,000 | o 1 65,000,000 | 1 40,000,000 | 1 185,000,000
pemerintahan a Urusan
konkuren, Pemerintaha
perangkat dacrah u Konkuren,
penunjang dan Perangkat
Urisan Daemh
pemerintahan Penunjang,
umum dan Urusan
Pemerintaha
n Umum
yang
Disusun




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Hinerja Capalan
Tujuan, pada
s Basaran tahun awal
Program Program
Indikat: b Tahun-1 Tahun-2 Tabun-3 Unit ker,
Tujuan 8 mﬂl‘ Kode Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaa i 2 g oPD e
Kegiatan {output) 2 2022 Akhir Periode RPD Penanggu Lokasi
2024 2025 2026 ng Jawab
Penyelenggaraan
pengembangan
kompetensi teknis
uprum, inti dan
pilihan bagi jabatan
administrasi :;‘g"‘i}mg
penyelenggara e
5.04.02.2.01.03 | urnsan i 89 orang 90 orang 835,000,000 RO 642,000,000 Az 770,400,000 ey 2,247,400,000
peme rintahan ngembang orang orang orang
konkuren, :n s
perangkat dacrah e
penunjang, dan
urusan
pemerintahan
umum




Indikator Data Target Kinezja Program dan Kersngka Pendanaan
Kinerja Capalan
e tabun awal
Basaran
Program dan Program . Unit kerja
Indikator ‘Tahun-1 Tahun-2 Tabun-3
Tujumm Sasaran Kode Kegiatan dan Sub Keglatan P OPD
Basaran Keglatan {output) 12022 : : Akhir Perjode RPD Penanggu Lokasi
2024 2023 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Dokumen
Hasil
Pembingaan,
Poiik P.cngoordma
pengkoordinasian, :‘m};i .
fasnhmm. asilitasi,
pe tauan, Pemantauan
evaluasi dan &;“n Mldasi,
pelaporan Pelaporan
ngemban PO
l‘:cvmg;:an sigt:n! A Pengembang
i, it den :‘{";m petensi
5.04.02.2,01,04 | Pilihan bagijabatan | GRS . 2 dokumen 100,000,000 120,000,000 g 140,000,000 360,000,000
e RS administragi Umam, T = Ty dokumen IS, dokumen e doknmen i
penyelenggara . i 2
urusan %0 FaBban
pemerintahan Ragl Jubatan
kenkuren, Administrasi
perangkat dacrah Pan‘: yelenggar
penunjang dan ; i
s iy
. n ren,
ﬁz’:\:mm Perangkat
Daerah
Penunjang,
dan Urusan
Pemerintaha
> [ j n Umum




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan 4
Basaran tah al :
un aw!
Indikator Brpgemit din, . Program | Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Unit kerja
Sasaran 8 Kode Kegiatan dan 8ub Kegintan P : Pertode OPD Eokies
asaran Akhir RPD
Kegiatan fontput) n 2022 2024 2025 2026 - ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp
Jumlah ABN
Kegiatan yang
Bertifikasi, mengikuti
Kelembagaan pengemban 8180 5000 5300
5.04.02.2.02 | Pengembangan gan o::::): 3,980,000,000 ":’“ 4,865,000,000 [ “°°0 | 5,000,000,000 | %09 13,545,000,000
Kompetensi kompetensi
Manajerial dan fungsional
Fungsional dan
manajerial




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capalan
Tujuan, pads
Pr dan Progri et 7 j Unit kesja
ogram ogram i R
Sasaran IBME:::' Kode Hegiatan dan Sub Kegiatan P e ooy Fahun:d e 1 ; Periode RED - OPD
Keglatan on n enanggu
d ety 4 2024 2025 .. 2028 ng Jawsb
Target Rp. Target Rp. Target Rp. - Taxget Rp.
Jumlah
Kebijakan
Teknis dan
Rencana
Sertifikasi
Penyusunan Kempetensi,
Kebijakan Tekois Pengelolaan
dan Rencana Kelembagaa
Sertifikasi n, Tenaga
Kompetensi, Pengembang
Pengelolann Kompetensi,
Kelembagaan, Sumber
Tenaga Pengembang | Belajar,
. Kowmpetensi, i Kerja Sama, 1 - 1 1
5.04.02,2.02.01 | Sumber Belajar, Pengembang b 1 dokumen 25,000,000 dolinmen 35,000,000 Aarnat 50,000,000 dolomen 110,000,000
Kerjasama, an
Pengembangan Kowmpetensi
Kompetensi Pimpinan
Pimpinan Daeralr, Daerah,
Jabatan Pimpinan Jabatan
Tinggi, Pimpinan
Kepemimpinandan Tinggi,
Prajabatan, Sertajab Kepemimpin
atan Fungsional an dan
Prajabatan,S
erta Jabatan
M / 5 Fungsional
L’ yang
Disusun

7
Y 25

iy
lﬂ_ Tz




Indikator Data Target Kinerja Program dan Herangka Pendanaan
KRinerja Capalan
Tujnan, pada
- o Basaran tabun awal
kato: ogram Program R Tahun- 5 % Unit ker;
Tujusz ;’:‘:L i Kode Kegiatan dan Sub Heglatan Perencanas % i A e g
Keglatan {output) n 2022 i Akbir Periode RPD Penanggn Lokasi
: 2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Tazget Rp. Target Rp.
Pelaksanaan Jumlah ASN
Sertifikasi yang
5.04.02.2.02.08 t&?ﬁ::;:; di '{;’Z;u“p‘ﬁ"’“ 5 10 orang 130,000,000 | 15 orang 250,000,000 | 20 orang 300,000,000 | 20 orang 680,000,000
Pemerintah Kabupaten/
Kabupaten/Kota Kota
Jumlah
Pelal e Dokumen
5.04.02.2.02.05 | Kerjasama Antar Evickmanagn | 1 dokumen 25,000,000 : 30,000,000 ; 40,000,000 : 98,000,000

Firshaan Kerja Sama s dokumen Rk dokumen B dokumen ikl

e antar

Lembaga




Indikator Data Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kinerja Capaian
Tujuan, pads
i ::nnn tabun awal 7
: Eeag i ogram Tahun-1 Tabun-2 Tahuu-3 Jeezja
e P mdsk:tnor Kode Kegiatan dan Bub Kegiatan Peren i Berlads RPD OPD Lobiak
o Keglatan {output) n 2022 Penanggn
2024 2025 2026 ng Jawab
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Jumlah
Laporan
Hagil
Penyelenggar
AAn
Penyelenggaraan Pengembaug
Pengembangan an
Kompetensi bagi Kompetensi
Pimpinan Deerah, bagi
5.04.02.2.02.07 | Jabatan Pimpinan Pimpinan 748 orang 2 laporan 3,750,000,000 2 laporan 4,173,000,000 | 2 laporan 4,330,000,000 | 2 laporan 12,455,000,000
Tinggi, Jabatan Daerah,
Fungsional, Jabatan
Kepemimpinan, dan Pimpinan
Prajabatan Tinggi,
Jabatan
Fungsional,
Kepemimpin
an, dan
Prajabatan

FRUE:




Indikator Data Target Kinerja Program dan Herangha Pendanaan
Kinerja Capalan
Bua:u' tahi al -
an un AW - -
Eroprart dat Program Tahun-1 Tahun-2 Tehun-3 ' : Unit kerja
Indikator > ;s
Sasaran Kode HKegiatan dan Bub Keglatan Per ; OFD
Sasaran Keglatan {output) n 2022 ; L e A Akhir Periode RPD m
&
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target | - Rp
Pembinaan, E‘)mcn
Pengoordinasian, Hasil
Fasilitas!; Pembinaan
Pemantauan, Koordi.ns.si,'
Evaluasi, dan Fasilitasi
PelaporanPelaksana Pemant a‘; i
an Sertifikasi, Edafiat
Peugelolaan l':!a'n oy
Kelembagaan dan
: e xﬁ"‘pm“’m‘ ! : 80,000,000 | , .1 208,000,000
3.04.02.2.02.08 Rompetensi, Sertifikasi, . 1 dokumen 50,000,000 e 75,000,000 e e ! X dol & " X
Pengelolaan Sumber Pengelol
Brietar o Kelembagaa
Kerjasama, scrta A dan
Pengembangan Tenaga
Kompetensi Pengembang
Pimpinan Dacrah, Faniieal
Jabatan Phopinan Penglexl Sy
Tinggl, Sumber
Kepemimpinan, dan Belajar, dan
Prajabatan Kerja =

%u 4 M=
M‘}\ "é 22 1y

'\.\'

pasere. ”
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RENSTRA BKPS

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kondisi kinerja pada

Target Kinerja

Kondisi kinerja pada

No. Indikator awal periode Renstra . :
2022 2024 2025 SpE | P perids Renstr,
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 7
1 | Nilai Sistem Merit 190 250 280 325 325
2 | Nilai Dimensi Kompetensi 11,68 Y7 20 21 21

RENSTRA BKPSDM TAHUN 2024-2026




BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran
dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun
memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-
2026.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan
daerah yang berorientasi hasil (result oriented) dengan pendekatan tematik-
holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku
kepentingan (stakeholders) atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk
Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap
capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan
perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk
menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional

dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

esuai dengan aslinya

NIP. 19680301 199202 1 001



